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TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, menyatakan apabila Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) sampai batas waktu yang ditetapkan tidak mengambil
Keputusan Bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya
sebesar angka APBD Tahun Anggaran sebelumnya untuk membiayai
keperluan setiap bulan yang disusun dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah.

bahwa sehubungan sampai tanggal 30 Nopember 2011 DPRD Kabupaten
Situbondo belum membahas dan mengambil keputusan untuk menyetujui
terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2012, maka guna melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya
sebagaimana dimaksud huruf a konsideran ini, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2012.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
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dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43017)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5409);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5239);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama
dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten
Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
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Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);

Peraturan Pemerintan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi
Intensif dan Dana Operasional,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 tentang
Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi atas
Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 127/PMK.07/2011 tentang Batas
Maksimal Defisit APBD dan Batas Maksimal Komulatif Pinjaman
Daerah Tahun Anggaran 2012;

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Syariah Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2003
Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Situbondo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan
Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo (Lembaran
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005 Seri A Nomor 01)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo
Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Situbondo (Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri A Nomor 5):

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo, Seri E Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2006 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Penetapan Atas Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Radio Suara Situbondo
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1
Tahun 2010 tentang Investasi Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011
Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2011 Nomor 22);
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Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011
Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Retribusi  Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Retribusi ljin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2011 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Retribusi ljin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
2011 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Retribusi ljin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
2011 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2011 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011
Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2011 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2011 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2011 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Retribusi Tempat Pelelangan lkan (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2011 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2011 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2011 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI SITUBONDO TENTANG PENGGUNAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Setelah
Perubahan sebagai berikut :

1.
2.

Pendapatan Daerah Rp. 839.956.093.481,99
Belanja Daerah Rp.  905.069.747.981,57 (-)
Surplus/(Defisit) Rp. (65.113.654.499,58)




3. Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaan Rp. 113.777.010.664,58
b. Pengeluaran Rp.  5.035.000.000,00 (-)

Pembiayaan Netto Rp. 108.742.010.664,58 (-)

Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran tahun Berkenaan Rp. 43.628.356.165,00
Pasal 2

Dari jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SILPA)
sebesar Rp. 43.628.356.165,00 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 3,
masih dalam proses hukum sehingga tidak dapat dipergunakan.

Pasal 3
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 53.045.739.663,99
b. Dana perimbangan Rp. 626.322.133.798,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 160.588.220.020,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah Rp. 9.277.230.066,00
b. Retribusi daerah Rp. 8.181.821.155,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan Rp. 5.045.253.033,62
d. Lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah Rp. 30.541.435.409,37

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pendapatan :
a. Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan

pajak Rp. 49.324.051.798,00
b. Dana alokasi umum Rp. 516.044.782.000,00
c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 60.953.300.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah Rp. 0,00
b. Dana darurat Rp. 0,00
c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan

Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 35.508.719.460,00
d. Dana penyesuaian dan Otonomi

Khusus Rp. 94.954.625.560,00
e. Bantuan keuangan dari propinsi atau

dari pemerintah Daerah lainnya Rp 27.124.875.000,00
f. Pendapatan lainnya Rp 3.000.000.000,00

Pasal 4
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 556.776.508.763,15
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 348.293.239.218,42

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 483.728.746.357,38
b. Belanja bunga sejumlah Rp. 15.000.000,00
c. Belanja subsidi sejumlah Rp. 0,00
d. Belanja hibah sejumlah Rp. 28.302.825.250,00
e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 16.484.308.000,00



h.

Belanja bagi hasil sejumlah Rp.
Belanja bantuan keuangan kepada
propinsi/kabupaten /kota dan

pemerintahan desa sejumlah Rp.
Belanja tidak terduga sejumlah Rp.
Belanja bantuan keuangan Rp

0,00

23.474.800.000,00
3.979.386.478,77
791.442.677,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis belanja :

a.
b.
C.

40.815.305.339,00
153.584.090.584,50
153.893.843.294,92

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.
b.

Belanja pegawai sejumlah Rp.
Belanja barang dan jasa sejumlah Rp.
Belanja modal sejumlah Rp.
Pasal 5
Penerimaan sejumlah Rp
Pengeluaran sejumlah Rp.

113.777.010.664,58
5.035.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

112.557.531.392,58
0,00

0,00
0,00

1.219.479.272,00
0,00

pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

sejumlah Rp.
b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.
c. Hasil penjualan kekayaan Daerah

yang dipisahkan sejumlah Rp.
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp.
e. Penerimaan kembali pemberian

pinjaman sejumlah Rp.
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pembiayaan :
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.

b.

C.
d.

Penyertaan modal (investasi)

pemerintah daerah sejumlah Rp.
Pembayaran pokok utang sejumlah  Rp.
Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.

Pasal 6

5.000.000.000,00

0,00
35.000.000,00
0,00

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran | Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Lampiran Il Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran I1I Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;

7. Lampiran VI Daftar piutang Daerah;



8. Lampiran VI1II Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan Aset
Tetap Daerah;

10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan Aset
lainnya;

11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran ini;

12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ; dan
13. Lampiran XIIlI  Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
Pasal 7

Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana
tersebut pada Pasal 1 diprioritaskan untuk :

1. Belanja yang bersifat mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus
menerus dan harus dialokasikan dalam jumlah yang cukup untuk
keperluan setiap bulan dalam Tahun Anggaran 2012 seperti belanja
pegawai serta belanja barang dan jasa;

2. Belanja yang bersifat wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan
pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan
dan kesehatan dan atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pasal 8

Pelaksanaan APBD vyang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih
lanjut dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 21 Desember 2011

BUPATI SITUBONDO,
ttd

H. DADANG WIGIARTO, S.H

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 21 Desember 2011
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